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SURAT KETFRANnAM

Nomor; 59/M.01.04/viI3:/P2r.Yk.

Kami. Par.itera MyAn %kuiii Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bemama :

• - Huf; ̂iLMex)m„ s."g>

Nomor Mahasiswa

Frieultos/Pfogram

Universitas

Angkatan Tahun

: "■9^98/ps/mk/o2.
;  Ifo^jiGter ■jQiidi'tGri.atQn.

: OLidjrJi Madat . ,

:  2002

Tclah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal .t}3 Ji^justua 2004 sampai dengan tanggai. -16 Tl^jiistug -2004
untuk menyusun-afcfipffl / tesls yang berjudul :

" Wiomm mm sajcsi iimxm^AjR djilam prosiis peradilaip'

dengan hasil memuaskan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.

%

i<7Tc^i

16 A^uetuo 2004

W/ Negen Yogyakarta
a'Muda Kulciim

I W a-it; s>h (r±
0400390-33 •
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U?s^y tfl
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 65213

Telepon : (0274) 589583. (Psw. : 209-217), 562811 (Psw.: 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor: 07.0 /

Membaca Surat

Mengingat

Dekan FH - (JGM m
Tanggal; 4 Mei 2004 ! I"' PT-05-H.PS / MK/ 04
1. Keputjsan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun''"^!"tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2.

Diijinkan kepada

N a m a

Alamat Instansi

Judul

RUDI HARTONO Mhs./NIM : 9398 / PS / MK / 02
Jl. socio Justicia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta
TANGGUNG JAWAB SAKSIINSTRUMENTAIR DAUM PROSES PERADILAN

Lokasi

Waktunya
Kabupaten Sieman

Mulai tanggal 2 Juli 2004 s/d 2 Oktober 2004

Dengan Ketentuan ;
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/

Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
Wajibmernberi l^aporanhasil penelitiannya kepada Gubernur KepalaDaerah Istimewa Yogyakarta
(Oq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. Ijininitidakdisalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkansewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebul

di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. BAPEDA-
3. Bupati Sieman c.q. Ka. BAPEDA;
4. Kajati DIY;
5. Ka. Polda DIY;
6. Ka. kanwil Dep. Kehakiman & HAM Proo
DIY;
7. Dekan FH - UGM;
8. Ka PS - UGM;
9. Pertinggal.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Yogyakarta

2 Juli 2004

A,n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPAU^EDA PROPINSI DIY

GENDALIAN

* BAPt-

%

^tlWANDI
NIP;490 022 448
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